EFEKTIFITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA
(Studi Kasus di Desa Sungai Raja Kecamatan Na IX — X Aek Kotabatu Kabupaten Labuhanbatu Utara)

TESIS

OLEH

EPENDI PASARIBU
NPM. 111801016

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN
2013

UNIVERSITAS MEDAN AREA




UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Sistem
Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Sungai Raja Kecamatan NA
IX - X Aek Kotabatu Kabupaten Labuhanbatu Utara)

Nama : EpendiPasaribu
NPM : 111801016

Menyetujui

Pembimbing I Pembimbing 11

Dr. Warjio, MA

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik

K PAS .Pﬁ?.
Prof. Dr. fr_. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA




Telah diuji pada Tanggal 10 April 2013

Nama : Ependi Pasaribu
NPM : 111801016

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Drs. Usman Tarigan, MS
Sekretaris : Muaz Zul, SH, M.Hum
Pembimbing I : Dr. Warjio, MA
Pembimbing II : Isnaini, SH, M.Hum
Penguji Tamu : Drs. Done Ali Usman, MAP

UNIVERSITAS MEDAN AREA




PERNYATAAN HEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :Epelidi Pasaribu
NPM :111801016

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini dengan judul :

"Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Sistem Pemerintahan Desa
(Studi Kasus di Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX - X Aek Kotabatu Kabupaten

Labuhanbatu Utara)”

Adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru
atau menjiplak hasil penelitian orang lain.

Apabila di kemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinil dan merupakan hasil plagiat,
maka saya bersedia di cabut gelar magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan,  April 2013

Yang menyatakan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA




ABSTRAK

Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Sistem
Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Sungai Raja
Kecamatan NA IX - X Aek Kotabatu
Kabupaten Labuhanbatu Utara)

Nama : EPENDI PASARIBU
NPM : 111801016
Program : Magister Administrasi Publik

Pembimbing I : Dr. Warjio, MA
Pembimbing II : Isnaini, SH, M.Hum

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 12 Tahun 2012
menyebutkan bahwa BPD sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi
berdasarkan Pancasila berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
desa. Sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa,
disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala
Desa dengan masyarakat desa, juga sebagai lembaga yang berperan menjadi
representasi masyarakat dalam pemerintahan desa.

Untuk mendapatkan hasil yang obyektif dalam penelitian ini, maka data
yang didapatkan di lapangan akan dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif.
Analisis data untuk memperoleh gambaran tentang kondisi setiap variabel secara
tunggal yang dilakukan melalui tabel frekuensi dengan analisis deskriptif dengan
menentukan rentang skala.

Adapun hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum berjalan efektif dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sungai Raja Kecamatan NA IX — X
Kabupaten Labuhanbatu Utara, hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya
manusia, kurangnya keterlibatan dan kemampuannya dalam sistem pemerintahan,
dan faktor kesejahteraan.

Key word : Efektifitas, BPD, Pemerintahan Desa
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KATA PENGANTAR

Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD pada dasarnya adalah
penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi
Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksanan sepenuhnya kedaulatan
masyarakat desa, lembaga ini memiliki urgensi yang tidak jauh berbeda dengan
DPR, dengan tujuan agar otonomi di desa dapat berjalan secara proporsional
(Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004)

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Lembaga ini pada hakikatnya adalah unsur penyelenggara pemerintahan
desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. BPD dapat
membuat Rancangan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan
menjadi Peraturan Desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti
pelibatan masyarakat dalam bidang penyelengaaraan pemerintahan

Beberapa faktor yang menentukan efektifitas BPD termasuk di Desa
Sungai Raja adalah pencapaian tingkat faktor produktivitas, faktor kemampuan
SDM sebab semakin baik sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa,
maka semakin tinggi keterlibatan dan kemampuannya dalam sistem pemerintahan,
dan tingkat faktor kesejahteraan, hal ini terbukti dengan kemampuan BPD yang

tidak hanya menampung dan menyalurkan aspirasi saja, BPD juga merealisasikan

iii
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aspirasi tersebut dalam bentuk peraturan desa meski tidak semua dari aspirasi
tersebut dijadikan peraturan desa. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan
efektivitas, bahwa jika setiap aspirasi dirumuskan dalam peraturan desa maka
akan kurang efektif karena membutuhkan waktu yang panjang membuat suatu
perdes sedangkan kebutuhan masyarakat akan tersalurnya aspirasi dalam Perdes

semakin besar.

Medan, April 2013

Ependi Pasaribu
111801016
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BABI1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang
membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan
bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan.
Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah
pemerintah kabupaten. (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004)

Menurut Sumardjo, (1984:55) Pemerintah desa sebagai ujung tombak
dalam sistem pemerintahan daerah akan bersentuhan langsung dengan
masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan
daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur
kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya
pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang
peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD pada dasarnya adalah
penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi
Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksanan sepenuhnya kedaulatan
masyarakat desa, lembaga ini memiliki urgensi yang tidak jauh berbeda dengan
DPR, dengan tujuan agar otonomi di desa dapat berjalan secara proporsional

(Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004)
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Menurut Phinanditia (2010:2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa
adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelengaaraan pemerintahan.

Menurut Wiyono (2007:55) Pada masa orde baru pelibatan masyarakat di
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di laksanakan melalui pembentukan
Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
(LKMD). Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara proporsional, hanya
berfungsi sebagai tangan kanan dari Kepala Desa.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintah desa
disebutkan bahwa :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa

adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.”

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Perinusyawaratan
Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga‘i.ni pada hakikatnya
adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan

masyarakat. BPD dapat membuat Rancangan Peraturan Desa bersama-sama

Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
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KUISIONER

L. Identitas Responden

1. Nama

2. Umur ; Tahun

3. Jenis Kelamin

3. Jabatan

IL. Petunjuk Pengisian

Peneliti menginginkan pendapat anda tentang Efektifitas Badan
Perwakilan Desa (BPD) dalam Sistem Pemerintahan Desa. Petunjuk pengisiannya
yaitu: pertanyaaan pada bagian ini menyediakan jawaban dengan kode (A =>3, B
=2-3,C=<2).

Kriteria pengukurannya adalah sebagai berikut :

1. Tinggi yaitu Rata-rata skor :>3
2. Sedang, yaitu Rata-rata skor :2-3
3. Rendah, yaitu Rata-rata skor 1 <2
Tingkat Keterampilan
No. Pernyataan
A B C

1. | Sumber Pengetahuan Responden Tokoh
Masyarakat tentang Peranan BPD

2. | Penjelasan Responden Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Desa tentang Tupoksi BPD

3. | Pengetahuan tentang jumlah dan nama
anggota Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) di Desa Sungai Raja
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10.

Tingkat pengetahuan Responden Unsur
Penyelenggara  Pemerintahan  tentang
pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa (BPD

Tingkat Pengetahuan Responden Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD di
Masyarakat

Bentuk Penyuluhan yang dilakukan oleh
BPD tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat
tentang Kelayakan Terpilihnya Anggota
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di
Desa Sungai Raja Kec. Sungai Raja
Tanggapan responden Tokoh Masyarakat
tentang kelayakan terpilihnya anggota BPD
Tanggapan Responden Tokoh Masyarakat
tentang Sering Tidaknya BPD Mengadakan
Pertemuan dengan Masyarakat

Penjelasan responden Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Desa tentang sering tidaknya
BPD mengadakan pertemuan dengan
masyarakat

Tanggapan Responden Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang
Upaya yang dilakukan BPD dalam
menampung dan menyalurkan saran dan ide
dari masyarakat

Partisipasi responden tokoh masyarakat

dalam mengikuti Musyawarah/Pertemuan
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17

18

19

20

dengan BPD

Menggali, menampung, menghimpun,
merumuskan, dan menyalurkan aspirasi
masyarakat

Bentuk Usulan Pembangunan menurut
Responden Tokoh Masyarakat yang sampai
kepada BPD

Penjelasan Responden Tokoh Masyarakat
tentang Tindak lanjut BPD untuk usulan
pembangunan fisik

Penjelasan Usulan Responden Tokoh
Masyarakat yang Telah Ditampung dalam
RPJMDes dan Dituangkan dalam Bentuk
Peraturan Desa

Penjelasan Responden Tokoh Masyarakat
tentang Jenis-jenis Peraturan Desa yang
telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama
dengan BPD

Tanggapan Responden Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang
Tingkat Pengetahuan Mengenai Jenis-jenis
Peraturan Desa yang telah Ditetapkan oleh
BPD dan Kepala Desa

Partisipasi Responden Tokoh Masyarakat
dalam Musrenbang Desa sebagai tahap
dalam Pembuatan Peraturan Desa

Tingkat Pemahaman Responden Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang

Prosedur Pembuatan Peraturan Desa
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